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TENTANG

]ENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C

ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENI'ANG PAJAK PENGI]ASILAN
SEBAGAIMANA TELAFI BEBERAPA KALI DIUBAI-I TERAKI{IR DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8

Mcnimbang

MENTERI KEUANGi\N,

barhwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang I'ajak Penghasilan sc'bagaimana telah
beberapa kali cliubah terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, imbalan sehubungan dengar.r jasa lain selain yang telah dipotong
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2"1, dipotong
Pajak Pengliasilan sebesar 2% (dua persen) dari jrrmlah bruto atas

imbalan climaksud;

bahwa berdasarkan Pasal 23 ay'at (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana tclah bebc'rapa kali cliubah
terakhir dengan Undang-Undar.rg Nomor 36 Tahun 2008, Mcnteri
Keuangan bcrrvenang mengatur jt-'nis jasa lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Unclang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan scbagaimarra tclah bebcrapa kali cliubah
terakhir clengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan pacla huruf a dan huruf Lr dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan ]r4cnteri Keuangan tentang Jcrris Jasa i-ain
Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Iluruf c Angka 2

Undang-Unclatrg Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

scbagaimana telah beberapa kali c'liubah terakhir dcngan Undang-
Undang Nonror 36 Tahun 2008;

Unclang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentanil Kctc'ntuan Umum dan

Tata Cara Pc'rprajakan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Inclonesia Nomor
3262) sebagaimana telah lreberapa kali ciiubah terakhir clengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lenibaran Negara Republik Incloncsia

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan l-embaran Negara Rcpublik Indoncsia

Nomor 4740);

Unclang-Untlang Nornor 7 Tahun .1983 tt:ntar.rg ltajak Pt.nghasilan

(Lembaran Negara Repubiik Indoncsia Tal.run 1983 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) scbagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir clengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
'fambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4893);

Kepufusan Presiden Nomor 20/ I' Taliun 2005;

lvlengingat

2.

3.
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MEN TERI I(EUANOAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) FIURUF C

ANGKA 2 UNDANG'UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK

PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

Imbaian sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telair dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paiak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahrrn

2008, , dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah

bruio tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari:

a. Jasa penilai (aPPraisal);

b. Iasa aktuaris;
c,

d.

(BUr);
f. Jasa penuniang di bidang penambangan migas;

g. Jasa 
-penambangan 

dan jasa penunjang di bidang penambangan

selain migas;

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

Jasa penetrangan hutan;

Jasa pengolal'ran limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcirtg ssruices)

Jasa perantara dan/atau keagenan;

iasa 
-di 

bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang

dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

Jasa kusiodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan

oleh KSEI;

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dal/atau sulih suara;

p. Jasa nixing film;
q Jasa sehubungan dengan sofhunre komputer, termasuk perawatan'

pemeliharaan dan Perbaikan;
,. iuru instalasi/pemisangan mesin, peralatan, lisfrik' telepon' air'

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh.Wajib

Fajak yang ruang lingkupnya di bidang konshuksi d1"

*u*punyui izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha

konstruksi;
s. ]asa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin' peralatan' listrik'

telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan

daniatau bangunan, selain yang dilakukan oleh Waiib Pajak yang

ruang lingkupnya cli bicianlS konstruksi dan mcmpunyai izin

clan/itatr scrtifikasi scballai pt'nllusalra konstruksi;

t. Jasa maklon;

Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

]asa perancan g (design);

Jasa pengebo ran @nlting) di bidang penambangan minyak dan gas

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap

(1)

(2)

h.

'k.
I

m.

n.
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u. Jasa pcrryelidikan cian kcamanan;
v. Jasa penyelenggara kegiatan atau ettertl orgntriztr;
w. Jasa pengepakan;
x. Jasa penyediaan tempat dan/atau rvaktu dalam media masa, mcdia

luar ruang atau media lain unfuk penvampaian informasi;
y. Jasa pembasmian hama;
z. Jasa kebersihan atau clennittg sen,ice;

aa. Jasa katering atau tata boga.

(3) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak memiiiki Nomor Pokok Wajib Pajak,

bcsarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen)

daripada tarif sebagaimana dimaksud pacla ayat (1).

Pasal 2

(1) Jasa penunjang cli bidang penambangan migas scbal;aimar.ra dimaksud
clalam Pasal 1 ayat (2) huruf f adalah jasa pcnunjang di bidang
penambangan migas dan panas bumi berupa:

a. Jasa penycmenan dasar (1tirnnry ctnrcnting) yaitu pcnempatan bubur
semen secara tepat di antara pipa selubung clan lubang sumur;

b. Jasa penyemenan perbaikarr (renrcdinl cenenting), yaitu penempatan

bubur semen untuk maksud-maksucl:
- Penyumbatan kembali formasi yang suclah kosong;

- Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
- Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
- Penutupan sumur.

c. Jasa pengontrolan pasir (smd control), yaibu jasa yang menjamin bahwa
bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut
tcrproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan
kemunginan tersumbatnya pipa;

d. Jasa pcngasaman (nntix ncidizitrg), yaitu pckerjaan untuk
memperl'csar daya tembus formasi dan mcnaikan produktivitas
dcngan jalan menghilarigkan material penl'umbat yanf, tidak
diinginkan;

e. Jasa perctakan hidrolika (hydrnulic), yaitu pckerJaan yang dilakukan
dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada

formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogcn dan coil tultirrg), yaitu jasa

yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang bcrada

dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi
sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar

sebagai akibat dari gas nitogen yang telah dipompakan ke dalam cairan

buatan claiam sumur;
g. Jasa uji kandung lapisan (drill stunm tcslirrg), pc'nyclesaian sementara

suaLu sumur baru agar dapat mcngevaluasi kcmampuan berproduksi;

h. |asa reparasi pomPa reda (redn repnir);

i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
j. jasa penggantian peralatan/material;
k. Jasa nttd loggitrg, yaitu memasukkan lumpur ke clalanr sumur;
I. Jasa nrttd ttrgirrcnng;
rrr. J;rsa todl loggirtg [t ytrftrntirtg;
n. Jasa stinrulasi clan sccortrlnn I II(.tt(\L't't/;

o. Jasa irt'// ltsttttg & wire line st'tt'ir t';
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p. Iasa alat konlrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dcngan dilling;

e. Jasa pemeliharaan untuk pckerjaan tlrillittg;
r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drillirtg;
s. ,Iasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

(2) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pcnambangan selain

migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g adalah semua

jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum
berupa:

a. Jasa pengeboran;
b. Jasa penebasan;
c. Jasa pengupasan e-lan pengeborarr;
d. Jasa penambangan;
e. Jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kccuali jasa ar.rgkutan umum;
f. Jasa pengolahan bahan galian;
g. Jasa reklamasi tambang;
h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik;il, manufaktur, fablikasi dan

penggalian/ pemindahan tanah;
i. Jasa lainnya ;'ang sejenis di biclang pc'rtambangan umum.

(3) Jasa penunjang cli bidang penerbangan clan bandar uclara sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (2) huruf l.r aclalah bcrupa:

a. Bidang acronautika, termasuk:

1. Jasa pendaratan, penempatan, pcnvimPanan Pesa\\'at uclara dan
jasa lain sehubungan dengan penclaratan pesawat uclara;

2. Jasa penggunaan jembatan |intu (ol'io bridgc);

3. Jasa pelal'anan penerbangal;
4. Jasa grorud lnndling, yaifu pt:ngurusan scluruh atau scbagian dari

proses pelayanan penumPang dan bagasinya scrta kargo, yang
diangkut dengan Pesah'at uclara, baik yang berangkat mauPun
yang datang, selama pesar4'at uclara cli clarat;

5. Jasa pcnunjang lain di bidang aeronautika.

b. Bidang noll-aeronautika, termasuk:

1. Jasa catering di pesawat dan iasa pcmbersihan yantry pesawat;
2. Jasa pcnunjang lain di bidanl; non-acronautika.

(4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) huruf t adalah

pemberian jasa dalam rangka proscs penl'elesaian suatu barang tertentu

yang proses pcngerjaannya dilakukan oleh pihak pembcri jasa

(disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku r-1an atau barang

setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembanhr yang akan diproses

sebagian atau seluruhnya disediakan olch PenSSuna jasa, dan

kepemilikan atas barang iadi beracia pada pengguna jasa.

(5) jasa penyelenggara kegiatan atau e?)errl orgnnizer sebagaimana dimaksud

clalam Pasal 1 ayat (2) huruf v adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh

pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain
penyelengaraan Pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar,

peluncuran produk, konferensi pcrs, dan kegiatan lain yang
memanfaatkan jasa penvelenggara kcgiatan.
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Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal l ]anuari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
lndonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 31 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN
trd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salindn sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum #.re

w


